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Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran 

pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 

yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa 

Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa 

Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 

– 2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar 

pembangunan Desa serta penetapan status 

kemajuan dan kemandirian Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks 

Desa Membangun; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694);  

  4.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Nrgara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN. 
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  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran serta memanfaatkan sumber daya 

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai.  

4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang 

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

5. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan 

perpaduan pembangunan antar-Desa yang 

dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan 

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui 
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pendekatan pembangunan partisipatif. 

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

7. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh 

data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal,  dan Transmigrasi serta data yang 

terkait dengan pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran 

strategis pembangunan Desa yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015 – 2019. 

8. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit 

yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, 

Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks 

Ketahanan Ekologi Desa. 

9. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non 

Departemen yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas 

menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan 

koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan 

dan membina statistik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah 

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang 

terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa.  

11. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa 

Sembada adalah Desa Maju yang memiliki 
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kemampuan melaksanakan pembangunan Desa 

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa 

dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, 

dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 

12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra 

Sembada  adalah Desa yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta 

kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup 

manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 

13. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa 

Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, 

yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya 

secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan 

menanggulangi kemiskinan. 

14. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa 

Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi 

belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, 

kualitas hidup manusia serta mengalami 

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

15. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai 

Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa 

Pratama, adalah Desa yang mengalami 

kerentanan karena masalah bencana alam, 

goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga 

tidak berkemampuan mengelola potensi sumber 

daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta 

mengalami kemiskinan dalam berbagai 

bentuknya. 

16. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak 

dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan 


